
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Pertanggungjawaban pidana korporasi yang berbentuk BUMN dalam
tindak pidana korupsi = Corporate criminal responsibility for SOEs in
corruption
Deasy Selpamorita, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20494066&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Tindak pidana korupsi di Indonesia yang semakin marak terjadi, dengan berkembangnya modus tindak

pidana korupsi kini tidak hanya menyangkut subjek hukum orang-perseorangan saja tetapi juga menyangkut

korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Adapun

pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dimintai kepada pengurus korporasi, korporasi, atau pengurus

dan korporasi. BUMN merupakan salah satu bentuk dari korporasi, sehingga apabila korporasi terlibat

dalam tindak pidana korupsi sudah seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Namun yang

menjadi permasalahan dalam hal ini adalah ketika berbicara mengenai keuangan atau kekayaan BUMN yang

dianggap sebagai keuangan negara, seperti yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

48/PUU-IX/2013 dikaitkan dengan adanya kerugian negara yang terjadi dalam tindak pidana korupsi.

Permasalahan tersebut terletak pada bagaimana pemenuhan unsur kerugian keuangan negara dan

pertanggungjawaban pidana dan mekanisme penerapan pidana denda dan pidana tambahan yang berupa

pembayaran uang pengganti oleh BUMN itu sendiri. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan

adalah Normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian

menyimpulkan bahwa dengan adanya penyatuan keuangan BUMN sebagai keuangan negara maka BUMN

selaku korporasi tidak dapat memenuhi unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi

dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana korupsi, ketika perbuatan korupsi tersebut

menguntungkan BUMN. Selain itu dengan menyatukan keuangan BUMN sebagai keuangan negara maka

untuk mendapatkan pertanggungjawaban pidana terhadap BUMN akan menjadi sulit terkait tindak pidana

korupsi, mengingat pidana pokok yang dapat dibebankan terhadap korporasi hanya pidana denda.

<hr>

Corruption in Indonesia are increasingly prevalent, with the development of the mode of corruption now not

only concerning individual as legal subjects but also concerning corporations as legal subjects who can be

asked for criminal liability. The corporate criminal liability can be asked to administrators of corporations,

corporations, or administrators and corporations. SOEs is a form of corporation, so if a corporation was

involved in a crime of corruption it should be able to be asked for criminal liability. However, the problem

in this case is when talking about budgets or SOEs assets that are considered as state budgets, as stated in the

Constitutional Court Decision Number 48/PUU-IX/2013 associated with state losses that occur in criminal

acts of corruption. The problem repose in how to fulfill the element of state budgets losses and criminal

liability and the mechanism of the application of criminal penalties and additional crimes in the form of

payment of substitute money by the SOE itself. In this study, the type of research used is normative using a

legal and conceptual approach. The results of the study concluded that with the union of state-owned

budgets as state budget, SOEs as corporations cannot fulfill the detrimental state finances element in

criminal acts of corruption in Article 2 and Article 3 of the Corruption Act, when such corruption benefits

SOEs. In addition, by integrating state-owned budget as state budgets, obtaining criminal liability against
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SOEs will be difficult in relation to corruption, given that the principal crimes that can be imposed on

corporations are only forfeit.


